














BAB III 

CAPAIAN KINERJA  

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

 

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara 

kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan 

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk 

mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Tugas 

Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah provinsi. 

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Teknis memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui 

Dinas/ Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari 

Dinas/Instansi Teknis Daerah. Pertimbangan yang mendasarinya adalah tugas 

pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.  

Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu 

pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. 



3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang 

- Tidak ada 

 

3.1.1 Target Kinerja 

- Tidak ada 

3.1.2 Realisasi 

- Tidak ada



 

MATRIKS CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN 

KOTA TANJUNGPINANG 
 

NO K/LPNK 

DASAR 

PELAKSANAA
N PENUGASAN 

(TP) 

PROGRAM, KEGIATAN, 
OUTPUT DAN RINCIAN 

KEGIATAN 
LOKASI 

SKPD 
PELAKSAN

A TP 

ALOKASI 
ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN 

% 
REALISASI CAPAIAN 

KEGIATAN 
% KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Kementeria
n/ LPNK 
.......... 

Peraturan 
Menteri/LPNK 
No. ..... Tahun 
.... ..... Ttg. 

.............. 

Program ...... Kegiatan ...... 
Keluaran (Output) ...... 
Rincian Kegiatan ........       

  

2.  dst           

 

KETERANGAN:  

Kolom (1)  diisi nomor urut  
Kolom (2)  diisi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)  
Kolom (3)  diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai 

dasar pelaksanaan tugas pembantuan  
Kolom (4)  diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis  
Kolom (5)  diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan 
Kolom (6)  diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan 

perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan  
Kolom (7)  diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA  
Kolom (8)  diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah  
Kolom (9)  diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase  
Kolom (10)  diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan  
Kolom (11)  diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan 

 



3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang 

- Tidak ada 

3.2.1 Target Kinerja 

- Tidak ada 

3.2.2 Realisasi 

- Tidak ada  



MATRIKS CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN 

KOTA TANJUNGPINANG 
 

NO. 
BIDANG 

URS 

DASAR 
PELAKSANAAN 

PENUGASAN (TP) 

PROGRAM, KEGIATAN, 
OUTPUT, DAN RINCIAN 

KEGIATAN 
KAB/KOTA 

SKPD 
PELAKSANA 

TP 

ALOKASI 
ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN 

(%) 
REALISASI 
CAPAIAN 

KEGIATAN 
(%) KET. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 

1 
Bidang 
..........  

Peraturan 
Gubernur No. ..... 
Tahun .... ..... Ttg. 
..............  

Program ......  
Kegiatan ......  
Keluaran (Output) ......  
Rincian Kegiatan ........  

                 

 
 

KETERANGAN : 

Kolom (1)  diisi nomor urut 
Kolom (2)  diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan 
Kolom (3)  diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan 
Kolom (4)  diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis 
Kolom (5)  diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi 
Kolom (6)  diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan 

perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi 
Kolom (7)  diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA 
Kolom (8)  diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah 
Kolom (9)  diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase 
Kolom (10)  diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan 
Kolom (11)  diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan



3.3 Permasalahan dan Kendala 

- Tidak ada 
 

3.4 Saran dan Tindak Lanjut 

- Tidak ada 


